
RINGKASAN PUTUSAN MAHKAMAH TERKAIT KELEMBAGAAN PENGAWAS DI TINGKAT

KABUPATEN/XOTA DARI PERMOHONAN PARA PEMOHON :

1. Nomenklatur pengawas tingkat kabupaten/kota yang diatur dalam UU Ls/a0tt adalah Panitia

Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Panwaslu Kabupaten/Kota). Adapun dalam UU7/2017, nomenklatur
tersebut diubah menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota. Nomenklatur pengawas tingkat kabupaten/kota
sebagaimana 67 diatur dalam UU 15/2011 merupakan dasar atau rujukan dalam menentukan
nomenklatur pengawas yang diatur dalam UU Pilkada.

2. Terkait sifat kelembagaan, Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwas Kabupaten/Kota yang diatur
dalam UU 15/2011dan UU Pilkada bersifat ad-hoc. Dalam hal ini, Panwas Kabupaten/Kota tersebut hanya
dibentuk 1 (satu) bulan menjelang tahapan pemilu/pilkada dan berakhir 2 (dua) bulan setelah seluruh
tahapan pemilu berakhir. Dengan diadopsinya substansi UU L'la}ff ke dalam UU 7 /2OL7, kelembagaan
Panwaslu Kabupaten/Kota yang diubah men.jadi Bawaslu Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai lembaga
yang bersifat tetap (permanen), di mana keanggotaanya memegang jabatan selama 5 (lima) tahun.

3. Komposisi keanggotaan Bawaslu Provinsi sebagaimana diatur dalam UU f5/20fL sebanyak 3 (tiga)

orang dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang. Dengan adanya pergantian
undang-undang yang mengatur kelembagaan penyelenggara pemilu, komposisi anggota Bawaslu Provinsi
menjadi 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang, dan an88ota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima)
orang. Selain, komposisi jumlah keanggotaan, perubahan juga terjadi terkait dengan mekanisme
penBisian anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Awalnya, melalui UU 15/2011, anggota panwaslu

Kabupaten/Kota diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi, kemudian melalui UU 7 /2017 diubah
menjadi proses seleksi melalui Tim Seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu.

Note: Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik lndonesia Nomor 48/PUU-XV /2019, salah
satu isi amar putusannya: "mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya";

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik lndonesia Nomor 48/PUU-XVll/2019 , menyotokon

fram "Ponwos Kobupoten/Kotd' dolom lJndong-lJndong Nomor 70 Tohun 2076 tentong perubohan

Kedud Atos Undong-Undong Nomor 7 Tohun 2015 tentdng Penetopan Peroturon Pemerintoh Pengganti
Undong-Undang Nomor l Tohun 2014 tentong Pemilihon Gubernur, Bupati, don Wolikoto Menjadi
Undong-Undong (Lemboron Negora Republik lndonesio Tahun 2016 Nomor 130, Tombohon Lemboron
Negoro Republik lndonesio Nomor 5898) bertentongon dengan llndong-unddng Dds Negora Republik
lndonesio Tdhun 7945 don tidok mempunyai kekudtan hukum mengikat secoro bersyarot seponjong
tidok dimoknoi'Bawaslu Kdbupaten/Koto';
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